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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam bab III, penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

a. Proses penyidikan tindak pidana KDRT pada istri diawali dengan adanya 

laporan/ pengaduan yang diterima oleh SPK Polres Malang Kota 

kemudian dilanjutkan kepada Kapolres Malang Kota. Kapolres 

memberikan perintah kepada Kasat Reskrim untuk memproses lebih lanjut 

laporan tentang tindak pidana KDRT. Setelah Kasat Reskrim menunjuk 

anggota bagian Reskrim dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut 

tentang laporan tindak pidana KDRT pada istri. 

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya rangkaian proses penyidikan 

terkait tindak pidana KDRT pada istri, disebabkan adanya laporan baik 

langsung maupun tidak langsung, baik lisan maupun tulisan kepada SPK 

(Sentral Pelayanan Kepolisian) tentang peristiwa tindak pidana KDRT 

pada istri. Dengan adanya laporan dari korban maupun saksi yang 

mengetahui perisyiwa tindak pidana KDRT pada istri, maka SPK akan 

mencatat laporan tentang peristiwa tindak pidana KDRT pada istri. 

Kemudian pihak pelapor akan mendapat tanda terima telah melakukan 

pelaporan, kemudian pihak kepolisian akan memberikan perlindungan 

kepada pelapor selama 1x 24 jam sebagaimana yang telah diatur dalam 
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pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Laporan akan dilanjutkan dengan 

melakukan proses penyelidikan, untuk mengumpulkan alat bukti yang 

akan digunakan saat proses penyidikan. Jadi dalam proses penyelidikan 

ditemukan alat bukti, dan perbuatan yang dilakukan benar tindak pidana 

KDRT pada istri, maka Unit PPA akan melakukan proses penyidikan 

dengan memanggil korban, saksi, dan tersangka untuk dimintai keterangan 

tentang tindak pidana KDRT pada istri yang terjadi. Apabila korban tindak 

pidana KDRT mengalami luka-luka, maka penyidik Unit PPA akan 

melakukan visum kepada korban untuk menentukan penyebab timbulnya 

luka pada korban tindak pidana KDRT pada istri. Setelah pemeriksaan 

pada korban,  sak si,  tersangka dan hasil visum telah selesai, penyidik 

akan melimpahkan hasil resume seluruh berkas BAP ke kejaksaan untuk 

diproses lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 ayat (2) 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Apabila 

berkas BAP telah lengkap, penuntut umum akan melakukan penuntutan 

kepada tersangka sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Setelah 

dilakukan P21 oleh kejaksaan maka penyidik Unit PPA akan mengirim 

tersangka untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan 

apabila BAP yang dilimpahkan terjadi kekurangan atau tidak sempurna, 

maka BAP akan dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan, 
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sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 huruf c Undang-Undang No. 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

b. Kendala yang sering dihadapi dalam proses penyidikan yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana KDRT pada istri disebabkan 

karena tidak adanya rumah aman (selter) bagi korban tindak pidana KDRT 

pada istri, kurangnya personil yang ditempatkan di Unit PPA, kurangnya 

sarana dan prasarana di Unit PPA, serta kurangnya perhatian dari 

pemerintah, lambatnya hasil visum terhadap korban tindak pidana KDRT 

pada istri dari rumah sakit, sulitnya mendapatkan keterangan korban 

tindak pidana KDRT, kurang tanggapnya masyarakat terhada peristiwa 

tindak pidana KDRT pada istri. 

Dari kendala yang sering dihadapi oleh kepolisian dalam proses 

penyidikan terhadap tindak pidana KDRT pada istri, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa tidak adanya rumah aman (selter) sebagaimana 

yang telah diatur dalam pasal 22 (1) huruf c Undang-Undang No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

berdampak pada proses penyidikan tindak pidana KDRT pada istri. 

Sebelum rumah aman (selter) dapat direalisasikan maka korban tindak 

pidana KDRT belum mendapatkan rasa aman yang maksimal karena harus 

bertemu dengan pelaku tindak pidana KDRT pada istri, kurangnya 

personil di Unit PPA, menyebabkan terjadinya penumpukan berkas 

perkara yang masuk ke Unit PPA, sehingga azas cepat sederhana dan 

biaya ringan seperti yang diatur dalam pasal 50 Undang-Undang No. 8 
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Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, terkait dengan kurangnya sarana dan prasarana dapat 

menimbulkan suasana kurang tenang dan tidak nyaman terhadap korban, 

karena tidak adanya ruang tunggu yang memadai, ruang istirahat, serta 

ruangan khusus untuk melakukan penyidikan, kurangnya perhatian dari 

pemerintah juga menjadi masalah serius karena penyuluhan terkait dengan 

tindak pidana KDRT pada istri sangatlah minim, sehingga pengetahuan 

masyarakat tentang tindak pidana KDRT sangat kurang, lamanya hasil 

visum akan berdampak pada lambatnya proses penyidikan tindak pidana 

KDRT sehingga korban dan tersangka tidak mendapatkan kepastian 

hokum, sulitnya mendapatkan keterangan dari korban yang masih trauma 

sehingga dalam pemeriksaan harus dilakukan dengan penuh kesabaran, 

agar korban merasa nyaman dan tenang untuk menceritakan tindak pidana 

KDRT yang terjadi, dan kurang tanggapnya masyarakat terhadap peristiwa 

tindak pidana KDRT yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi/ 

penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi kepolisian 

sehingga masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan peristiwa 

tindak pidana KDRT, sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga. 

c. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA untuk menyelesaikan perkara tindak 

pidana KDRT melalui mediasi penal atau ADR (Alternative Dispute 

Resolution) adalah tindakan polisi sebagai tindakan lain (alternative) 

dalam rangka menyelesaikan konflik atau masalah pelanggaran hukum. 
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Tindakan lain tersebut dapat sebagai tindakan di luar aturan hukum 

(penegakan hukum secara yuridis) dalam menyelesaikan masalah, konflik 

atau tindak pidana. Tindakan tersebut dapat dibenarkan walaupun tidak 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena tindakan tersebut bukan 

demi kepentingan pribadi atau kelompok. Pengambilan tindakan tersebut 

bukan karena mengharapkan sesuatu (barang,uang, jasa dsb) tetapi karena 

untuk kemanusiaan, kepentingan umum, mencegah agar tidak terjadi 

konflik yang lebih luas, keadilan dan edukasi. 

4.2 Saran 

Adapun saran-saran penulis berdasarkan kesimpulan dari penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Apabila ada laporan atau pengaduan terkait dengan tindak pidana 

KDRT pada istri, diharapkan pihak kepolisian segera melakukan 

pemeriksaan terhadap pihak yang bersangkutan walaupun yang 

melapor atau yang mengadu bukan merupakan pihak terkait, dan 

melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan prosedur, sehingga 

pihak korban maupun tersangka mendapatkan hak-haknya sesuai 

dengan hukum positif. 

b. Melakukan penambahan personil di Unit PPA agar dapat 

mempercepat dan mempermudah jalannya proses penyidikan 

terhadap tindak pidana KDRT, serta menyediakan rumah aman 

bagi korban tindak pidana KDRT, seperti yang diatur telah dalam 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan tujuan uuntuk 

memberikan perlindungan hokum kepada korban tindak pidana 

KDRT. 

c. Melakukan peningkatan kualitas para personil dengan memberikan 

pendidikan secara khusus, dan melengkapi sarana dan prasarana di 

Unit PPA, dan bekerjasama dengan Babinkantipmas (Bintara 

Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk menjaga 

korban tindak pidana KDRT, serta menciptakan keadilan 

masyarakat. 
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